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ABSTRAK
Miranda Afri, 2012/1205996  :Studi Proses Pemungutan Pajak Daerah
pada Pemerintah Kota Pariaman

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan
pemungutan pajak daerah di kota Pariaman yang diindikasikan masih ada pajak
daerah yang belum memenuhi target di kota Pariaman. Penelitian ini bertujuan
untuk: (a) mendeskripsikan pelaksanaan pemungutan pajak daerah di kota
Pariaman, (b) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak
daerah yang tidak memenuhi target, (c) mengidentifikasi upaya pemerintah agar
pemungutan pajak daerah berjalan lancar dan dapat mencapai target.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode deskriptif. Data penelitian ini diambil dari kesepuluh jenis pajak daerah
yang dipungut di kota Pariaman. Lokasi penelitian adalah Kantor Pendapatan Asli
Daerah (KPAD) kota Pariaman. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah
melalui wawancara dan studi dokumentasi yang berbentuk tulisan, gambar, atau
karya-karya monumental dari seseorang.

Temuan penelitian merujuk hal-hal sebagai berikut. Pertama,
pelaksanaan pemungutan pajak daerah di kota Pariaman yang dapat dilihat dari: 1)
pendataan; 2) Penetapan; dan 3) Pemungutan; dan 4) penagihan. Adapun dari
keempat tahap tersebut yang menjadi kendala dominan adalah pada tahap
pendataan. Hal ini terbukti bahwa pada saat pendataan dilakukan, banyak
masyarakat yang tidak mau mengisi SPT yang diberikan petugas. Sehingga hal ini
juga menandakan bahwa wajib pajak tersebut keberatan untuk membayar pajak.
Menindaklanjuti kendala tersebut pemerintah kota Pariaman terkhusus DPPKA
kota Pariaman melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih
mengerti tentang pentingnya membayar pajak bagi setiap warga negara. Kedua,
Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah yang belum memenubhi
target adalah: 1) kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak, 2) kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah; 3)
pelaksanaan pemungutan pajak yang belum sesuai dengan Perda yang mengatur,
4) kurangnya petugas pajak yang melaksanakan pemungutan pajak. Ketiga, Upaya
pemerintah adalah berusaha dengan sebaik mungkin untuk melakukan
pemungutan pajak daerah dengan cara melaksanakan kegiatan sosialisasi
mengenai pemahaman masyarakat terhadap pajak serta sosialisasi Perda masing-
masing jenis pajak daerah.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (6) menyatakan
Otonomi Daerah adalah “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam
hal ini, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan
daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-
supporting dalam bidang keuangan. Untuk bisa memiliki keuangan yang
memadai, daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula dan daerah
dapat memperolehnya dengan beberapa cara, salah satunya mengumpulkan dana
dari sumber penerimaan daerah. Adapun yang termasuk ke dalam sumber
penerimaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 285 ayat 1 antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang berasal dari hasil pajak , hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; Pendapatan

transfer; dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 tahun 2007
Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jadi, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh
semua warga Negara yang bersifat memaksa dimana kegunaannya untuk

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kota Pariaman merupakan kota kecil yang baru dibentuk berdasarkan UU
Nomor 12 tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman sebagai salah satu
daerah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, Kota Pariaman
merupakan kota yang sedang membangun dan mengandalkan sektor pajak sebagai
salah satu sumber pemasukan daerah. Ada sepuluh jenis pajak yang dipungut di
Kota Pariaman dimana kesepuluh jenis pajak ini memberikan kontribusi yang
sangat berarti bagi pemasukan di kota tersebut. Adapun jenis pajak daerah yang
dipungut antara lain: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4)
Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Pengambilan dan
Pengolahan Bahan Galian C; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak BPHTB; (9) Pajak Sarang
Burung Walet; dan (10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun Peraturan

Daerah yang mengatur tentang masing-masing pajak daerah ini, antara lain.



Tabel 1

Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pajak Daerah

NO PAJAK / RETRIBUSI PERDA
PAJAK DAERAH
Pajak Daerah
1 | Pajak Hotel Perda No. 10 Tahun 2012
2 | Pajak Restoran Perda No. 9 Tahun 2012
3 | Pajak Hiburan Perda No. 5 Tahun 2010
4 | Pajak Reklame Perda No. 12 Tahun 2012
5 | Pajak Penerangan Jalan Perda No. 13 Tahun 2012
6 | Pajak Parkir Perda No. 11 Tahun 2012
7 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Perda No. 6 Tahun 2010
8 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perda No. 2 Tahun 2011
9 | Pajak Sarang Burung Walet Perda No. 3 Tahun 2011
10 | Pajak Bumi dan Bangunan Perda No. 6 Tahun 2013

Sumber : DPPKA Kota Pariaman
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa ada sepuluh jenis pajak

yang dipungut di Kota Pariaman. Kesepuluh jenis pajak inilah yang digali oleh

pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan pemasukan daerahnya. Namun,

dari kesepuluh pajak daerah yang dipungut, masih ada pajak daerah yang belum

memenuhi target. Inilah persoalan yang dihadapi bahwa jika pemasukan di suatu

daerah kecil, maka daerah tersebut akan mengalami kekurangan dana daerahnya

sehingga hal ini akan berdampak pada pembangunan daerah tersebut.




Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pariaman pada

tahun 2015, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Data Target dan Realisasi Pen;?r?lzlai Pajak Daerah Kota Pariaman
Tahun 2015
No Pajak Daerah Target Penerimaan %
1 | Pajak Hotel 80.000.000 104.854.600 | 131.07
2 | Pajak Restoran 1.000.000.000 817.570.940 | 81.76
3 | Pajak Hiburan 12.500.000 3.220.000 25.76
4 | Pajak Reklame 150.000.000 146.913.475 97.94
5 | Pajak Penerangan Jalan 2.000.000.000 | 2.401.361.942 | 120.07
6 | Pajak Pengambilan dan 300.000.000 532.961.500 | 177.65
Pengolahan Bahan Galian C
7 | Pajak Parkir 12.160.800 14.510.200 119.32
8 | Pajak BPHTB 650.000.000 1.065.023.950 | 163.85
9 | Pajak Sarang Burung Walet 1.000.000 - -
10 | PBB 976.561.288 874.564.574 | 89.56

Sumber: DPPKA Kota Pariaman Tahun 2015

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa masih ada pajak daerah yang
belum berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Seperti pada pajak restoran,
penerimaannya sebesar Rp. 817.570.940, sedangkan target yang diharapkan
adalah sebesar Rp. 1.000.000.000. Selanjutnya, pajak hiburan penerimaannya
hanya sebesar Rp. 3.220.000, padahal target yang diharapkan adalah sebesar Rp.
12.500.000. Dan yang terakhir adalah pajak reklame dimana penerimaannya
sebesar Rp. 146.913.475, sedangkan target yang diharapkan adalah Rp.
150.000.000. Sebagai Kota yang merupakan daerah otonomi baru, sector pajak

daerah merupakan aspek yang sangat penting untuk menunjang pembangunan di




Kota Pariaman. Selain itu, jika semua wajib pajak taat membayar pajak maka
penerimaan pajak daerah yang ada di Kota Pariaman dapat meningkat dan akan
melebihi target yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara dengan Albert Tanjung selaku Staff DPPKA pada
tanggal 14 Januari 2016, masih ada beberapa pajak daerah yang belum memenuhi
target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang
dihadapi baik itu dari segi teknis maupun non teknisnya. Beliau mengatakan:

“Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah ini adalah
dari segi teknisnya, kami kekurangan orang untuk memungut
kesepuluh pajak ini. Pajak daerah yang dipungut ada sepuluh jenis
pajak, namun kami hanya bisa melakukan pemungutan pajak untuk
beberapa jenis pajak saja, misalnya pajak restoran. Selain itu,
kendalanya adalah kami masih belum maksimal dalam melakukan
sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
Oleh karena itu, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui
bahwa membayar pajak itu sangat penting untuk pembangunan
daerah. Selanjutnya, kendala yang kami hadapi adalah masyarakat
banyak yang tidak mau membayar pajak. mereka mengemukakan
alas an yang bermacam-macam untuk tidak membayar pajak.
Pernah kejadian waktu itu ketika kami menagih pajak hiburan,
wajib pajaknya marah-marah kepada kami dan bilang bahwa
mereka tidak mau membayar pajak dan mereka juga tidak takut
dengan hukuman atau sanksi dari pemerintah. Melihat mereka
marah-marah, kami akhirnya pergi saja karena tidak mau terjadi
keributan.”

Berdasarkan wawancara di atas, maka penulis mengklasifikasikan kendala
pemungutan pajak ini ke dalam dua jenis, yaitu kendala teknis dan non teknis.
Adapun kendala teknis yang dihadapi adalah adanya kekurangan aparat fiskus,
sehingga ini berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan pemungutan
kesepuluh pajak yang ada di Kota Pariaman, mulai dari pendataan sampai kepada

penagihan. Selain itu kendala lainnya adalah belum maksimalnya sosialisasi



kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak yang diperuntukkan bagi
pembangunan daerah.

Selanjutnya, kendala non teknis yang terjadi adalah masyarakat bersikeras
tidak mau membayar pajak, bahkan sampai mengatakan bahwa mereka tidak takut
akan sanksi dari pemerintah. Padahal pengertian pajak itu sendiri adalah
kewajiban yang harus dibayar oleh semua warga Negara yang bersifat memaksa,
dimana artinya bahwa jika ada warga Negara yang tidak membayar pajak maka
akan ada sanksi yang tegas dari pemerintah. Namun yang terjadi adalah
masyarakat tidak takut lagi akan tegasnya hukum yang ada di Indonesia. Hal ini
merupakan suatu fenomena yang harus dicarikan solusinya agar tidak terulang
untuk yang selanjutnya.

Berdasarkan pernyataan yang telah disebutkan diatas, peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian yang berjudul : ”Studi Proses Pemungutan Pajak di
Pemerintah Kota Pariaman”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasikan

masalah-masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya masyarakat yang tidak taat membayar pajak.

2. Belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak di Kota Pariaman.

3. Terdapat kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak di Kota Pariaman.
4. Belum optimalnya upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala

pemungutan pajak di Kota Pariaman.



C.

Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

batasan masalahnya adalah mendeskripsikan Studi Proses Pemungutan Pajak di

Pemerintah Kota Pariaman.

D.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain.

1.

2.

Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Pariaman?
Apakah kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah yang tidak
memenuhi target?

Bagaimanakah upaya pemerintah agar pemungutan pajak daerah berjalan
lancar dan dapat mencapai target?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan

dilakukannya penelitian ini adalah.

1.

4.

Mendeskripsikan pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Pariaman.
Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah
yang tidak memenuhi target.

Mengidentifikasi upaya pemerintah agar pemungutan pajak daerah berjalan

lancar dan dapat mencapai target.



F. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan,
khususnya pajak daerah. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai
perbandingan teori yang didapat di bangku kuliah dengan keadaan yang terjadi
sebenarnya dilapangan.

2. Bagi instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi
terkait dalam pengelolaan pajak daerah agar pajak daerah ini bisa dilaksanakan
dengan baik dan melebihi dari target yang telah ditetapkan serta bisa
meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

3. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan timbulnya kesadaran dan keinginan
masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pajak daerah ini agar bisa terlaksana

dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan.



